
SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 14 TAHUN 2A2L

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

i\iOtuIOR 1i TAHUN 20i 1

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

GUBERNUR BENGKULU

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal lz a:rat (,21,
Pasai 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), pasal lT ayat (2), pasal
18 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), pasal 29 ayat (7) dan pasal 31
ayat (3) Peraturan Daerah provinsi Bengkulu Nomor 11
Tahun zall tentang Retribusi periziear, Tertentu
sebagairnana telah diubah dengan peraturan Daerah provinsi
Bengkulu Nomor 4 Tahun 2o2o tentang perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2ol1
tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Bengkulu tentang petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah provinsi Bengkulu Nomor 11
Tahun 2O1, 1 tentang Retribusi perizinan Tertentu;

1. Undang-Undang Nomor g Tahun 196Z tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu {Lembaran Irlegara
Republik Indonesia Tahun 196z Ncmcr" 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2g2g);

2. undang-Undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentang pajak
Daerah dan Retrib*si Daerah (Lemharan Negar:a
Republik Indonesia Tahr-r-n 2oog Nomor 130, Tamtrahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor SOa\;

3' undang-Undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang
Pemerintahan Daer,ah {Lernha_ra_n Negara Repr-rhlik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 20is tentang
Pcrubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23
Tahun 2a14 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
<670t.vvl rJ,

Mengingat :
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4.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang
berlakun3ra L]ndang-Undang lrJoreor 9 Tahun \967
renrenq pe!=l<sgnasn Pernerintahen di PrcpinsiLL ir Lui i6

Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 285ai;
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu i'[omor 11 Tahun

2Oi1 tentang Retribusi Pertzinan Tertentu sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 4 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas
Da*afrrron f\oaroh Drn,i't-qi Rcn-12-rrlrr Nnrr,nr^ '! '! 'l-^hrrn
i-=iciLut(aij UciLtLiii -;(Ji.iiiiji ijq;i5l\i,iiu i!Uiiiur i r i_iiuri

On1 1 fonfona Petr ih'r.:r Der iztnnn TgftgntU.;-v'i i Lvi.LGiiS riuLi rvuri r

MEMUTUSI(AN :

PETUNJUK PET.AKSAIIAA}I PERATI-TF.AN DAERAF{

PROVINSI BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2AII TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB i
KETENTIiAN UiviiiM

Pasai 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud <Lengan:

l. I)aerah adalah Provinsr Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi

Bengkulu.
*?, Pemerintah Kabupatenl]Kota adalah Pernerinta-h

I{nhr rnatcn / Kate dalam li'r"'gkrtn Prnrrinsi Renqk-rr.!' t:_-t :-: -:iiaiL'- ::/j i--'-'1.: +rr:ar:-

4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Bengkuiu.
6. Badaii adaiah Badan Pengelolaan Keuairgan Daerah

Provinsi Bengkulu.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
n^^*^1a D-n.rinoi Ranolrrrl,r
L'GLidij i ivriilur uL

a Da.iahar lrrlal^L Pacr^..,ai t'2hn r{i}'o-i rr r6^a teftentu diC. I=-ilLU-:L i;.-!:.i-i;ii i Lbu"*- iaiiD +iuLir LqEGr

bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.
9. Badan adaiah sekumpuian orang/atau moclai yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak meiakukan usaha meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau
T2arlan I Iaalro l\/lili1. [.\aer oh (RlII\-{n) r]enc'nn nnrtn r'lnn
iiLLl!,ir:.ir vJAiill iviiiiil U(:.uiiij \UVriLe') uLiiSqii trstriu uGit

^^l^* 
Lro-*r r'1. ono^,,- firrmo L^-^ci lrr-rrra-ooi dnnn(-i;i;iii iiL;l-;11 ;PGir-t.i. .iiiiiGr rlu-rr6rrr ilv'iiLruv't

pensiun, persekutuan, perkumpulan, ya),/asan,

organisasi massa, organisasi sosiai politik, atau

l\/Ianaf anlron
ii i=vrau
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10.

11I r.

12.

13.

15=

16.

17.

18.

14
i't.

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

ternras+rk kontmk i.nves*asi. kolektif d*n bent'uk u'saha

tetap.
Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut

PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi

Bengkulu yang melakukarl pemungutan retribusi sesuai

bidang dan kewenangannya.
Kepala Ferangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya
disebut Kepala PD Pemungut adalah Perangkat Daerah

Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan

retribusi sesuai bidaneg C** ke*renan:ga'reaya.

unit Pelayanan Teknis Daerah Pemungut ade-lah unsur
pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah Provinsi

Bengkulu yang melakukan pemungutan retribusi sesuai

bidang dan kewenangannya-

Perizin€rrr tertentu adalah pelayanan petizinan tertentu
oleh pemerintah provinsi Bengkulu kepada orang

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan

penga\.\'asan atas keglatan, pemantaataan ruang.

penggunaan sumber da3'a alam, barang, prasarana,

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga keiestarian
Iin olrr rn oan

'i.ziri Ti-ai-ck adalal^, izin uii-,iuik irei^i$&i-i$kut oi-ailg

dengan kendaraan umum yang meiakukan kegiatan

angkutan dalam traYek tertentu.

Retribnsi lzin Trayek adalah retribusi ya-ng dipr-rngt-tt

ata-s peml--reria-n tzirr traltek kepa-da orang pribacli ata-r'r-

Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan
penumpang umum.

Usaha Perikanan aciaiah semua usaha perorangan atau

Badan Hukum untuk menangkap, mengolah,

menciinginkan atau mengawetkan dan mengangkut

ikan untuk tujuan komersil.

Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah retribusi yang

dipungut atas pemberian izin usaha perika:lan kepada
.\rn!1 {r ,1r.iha.]i ^t^,, Ro.l-n fJ,l,.um UntUl< menangl<ap,Uli-iiiE; iJi i;'cui dLur Uusqii

mengolah, mendinginkan atau mengawetkan dan

mengangkut ikan untuk tujuan komersil.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menurut peraturan perundang-undangan Retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
\4asa Retribusi adalah suatu jangka u'aktu tertentu

i,-ang merupakan batas ''l'aktu bragi Wa;iLr Retnbusi

untuk mernantaatkan ;asa dan perizrnan tertentu darl
Pemerintah Daerah.

1q
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20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghin:punan data cb.jel< dan sub.jel< retrii:usi'
nananfr t.n fi4o411''1 r4t1^jf rrqi 1 

'nr:r 
t41.! !t-a-i'6 srt11n-f i

ijuliUliLl-ici.ii Ugi;i''ijiir-i iL;iiu:llri itiib L!iuL*irb

kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi

serta pengawasan penyetorannya.

27. Surat Penciaftaran Objek Retribusi Daerah seianjutnya

disingkat sPoRD acialah surat yang digunakan oleh

Waji'o Retribusi untuk melaporkan objek retribusi
sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi

Daerah.
oO errraf Toc,iLrnn Pctr il-.r ts:i Tlaa-ah 1'i-!nfr ^o1^-i'rthr-o, *b.iic:-ii l--LLr luuu' ;-:;C;':'i-l i ii'b JLiariiuLijJ 4

disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan

retribusi d.anf atau sanksi administrasi berupa bunga

danf atau denda.
23. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang

selanjuinya disingkat SFTRD acialahr surat yang

digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan

perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang

slenurut Peraturan retribusi.
24. Surat Setcran Retribusj Daerah i'ang seLnnjLltni-a

disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau

penyetoran retriLrusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formuiir atau telah diiakukan dengan

cara lain ke Rekening Kas Daerah melalui tempat

pembayaran yang ciitunjuk oleh Gu'oernur'

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya

disingkat SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang

menen+"ul"an besarn;'a ;umlah pcl"cl< retribusi i'ang
terutang.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan

retribusi yang menentukan jumiah keiebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
iebih besar daripada retribusi yang terutang.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang

disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang

rnernutuskan besarnj"ra retribusi daerah ]'ang terutang.
)Q Qrrrof Va1 4!n1111 F--11i.!.}11si I-lrer^oh tr{"'^^- Pn.ar
4r. vLrrdL ----=Lii-i-,iili iruL"uu"i LqLi*ra r\sjnri6 raJ'*L

Tambahan yang disingkat SKRDKBT adaiah Surat
Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah

reiribusi daerah yang teiah ditetapkan.
29. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya

kewajiban yang harus dipenuhi oleh Waji'o Retribusi
sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan

Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas

I-Imurn Daerah atau ke ternpat lain i'ang ditunjul''
Ao-aon hotoc rualztt ! r'l'!!1 n te!^h Aiiar.tf r rlzon
LiC;lti-:.ii UJL;J i-t iiiiLU -; rr.i'd LLiaii u'LLiiuqiaar"
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30. Dokumen lain yang dipersamakan adaiah suatu

dokurnen i'ang menentukan besarn;'a jurnlah pokck

: et:'il,-';si sebagai pengganti Su:^a'- Ketet"apcn Retribusi

Daerah.
31. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian

kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali

dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran

yangbersangkutanmelaksanakankewajibanuntuk
membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi

yang terutang.
32. Litang gsldSr-rsi Daerah adaia-h sis'a- trtang retribusi ata-s

na.ma Ulajib Retrit'"-tsi )'3-ng terca-ntr-trn pada' S'-lrat

Tagihan Retribusi Daerah, surat Ketetapan Retribusi

Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi

Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum

kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

33. insentif Pemungutan Re'r-ribusi yang selanjutnya disebut

Insentif adalah tambahan penghasilan dalam bentuk

uang diberikan kepada Instansi yang melaksanakan

pernungutan sebagai penghargaan a+'ae kine{a tertentu

Calarn mele,ksanakan prrnung'Jtan retribusi'
34. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh

sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan

dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-

syarat yang ditentukan oleh undang-undang'

35. Fendaftaran dan Fenclataan adalah serangkaian

kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta

penatausahaan yang dilakukan oieh petugas retribusi

Cengan car& pen;'ampaian Surat Tagihan Retribusi

Daerah kepada \^./3jib F.etribusi untuk diisi secars

lengkap dan benar.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengimpun

cian mengoiah data, keterangan, danfatau bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional

berrlasarkan suatu tancia pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah

dan retribusi dan lataw untuk tujuan lain dalam rangka

melal<sanakan l,,etentuan peraturan perundang-
,,-Aar6on na!-!^oirI;n- dqer rh .{e- r etrihr:s.i dagfah,U ili.ii-:.i;E;i i PC;' V;iuiLn' i unLi uii u*'

37. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah

dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang

ciilakukan oleh penyidik untuk mencari seta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tindak piclana <li Lridang perpajakan daerah dan

retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
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BAB II
IE'\IIS PE'TPIRUSlu'ui r rv'

n---l arasar z

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
a. retribusi izin tra)'ek;dan

b. rerribusi izin usaha perikanan.

BAB III
PETAKSAIYAAI\I Ptr I\'4U IUGLTTAN P.ETRIB U S I

Pasal 3

Pelaksanaan pemungutan retribusi diserahkan dan menjadi

tanggung ja-urab Kepala- PD pemungt-tt-

Pasal 4

I.repala PD ifeiflulrgut bei-tugas dair bei-tarrggulrgja"wab

tl _tl L Ltt\.

a. mengusulkan Bendahara Penerima dan/atau
Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur;

b. meiakukan inventarisasi obyek retribusi;
c. melaksanakan pemungutan retribusi;
d. melaksanakan koordinasi dalam melakukan

pemungutan retribu si;dan
e. rrrenilampaikan laperan pelal<sanaan tugas

oo|. o-oimo-a r]ir--nlu.:,t,.1 .1q'!1, r-r hl r-, tf l-. o^-nni rllo-^-^-
ijiUij-S:-i:iiiiiid qii"qiLJus u*'!li;t iiu^ ui u vqri^}-ui s!

huruf d kepada Gubernur.

BAB IV

TATA CAP,A PEI/IU MUTAN F'ETP-IBI-I Si

Pasal 5

Tata cara pemungutan retribusi meliputi:
a. penCaftaran Can pendataan ob5'ek retribusi;
L nana*anan r afrihrrsi'

ijL.ruLuiJa^ 
rv9rult

c. penagihanretribusi;
d. pembayaran retribusi;dan
e. pembukuan dan peiaporan retribusi'
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Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Obvek Retribiisi

Pasal 6

wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan retribusi

dari Pernerintah Daerah ..,vajib mendaftarkan d,an

,-..rpnoiqi fnrnrr:!i- eDa)pTl qertr fiten),Smpaikan SPTRD

atau dokumen lain yang dipersamakan atau

mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis

obyek retribusi.

Wa;ib Retribusi sebagaimana d'imaksiid pada a;at (1i

dapat berdomisili di daerah atau di luar daerah'

Formulir SPORD dan SFTIRD atau dokumen lain

yang dipersarnakan a+.au surat perrnahonan
oo1.'aooi''norrn dir.tn!r.:.rrrl nt.l . n'r'et / ,!i 6li;si denr':':n
Juusbqrr-r*--;j 

lJiiiiliiri;J 
HLL';' u-r cL \ai sjrJr *rr'burr

jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh

pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada

petugas, sebagai bahan mengisi Daftar induk
Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut'

(4\ Bentuk formulir SPORD dan SPTRD atau dokumen

lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I vang merupakan baqian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

Pasal 7

Jangka waktu pengembaiian iormuiir SPTRD aiau dokumen

lain yang dipersamakan atau surat permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling lambat

5 (lima) hari keq'a terhitung sejak penerimaan formulir
SPIP.D atau dokumen l*in yang cipersarnakan atau surat

-ormnhnn on nle}t tr-niih -atrihtt si
ii,ci ;ll'v-l :'\ii i.i'i i urL ii it qJ r u

Bagian Kedua

PenetaPan Retribusr

Pasal 8

Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang

Cipersemakan atau sur*tperrnchonansebagaimana
din:ak:ud dalarn Pasa'l 5 a;'at (1), ditetapkan retribusi
terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan.

Apabila ter;adi kelalaian danT/atau keierLambatan
.-.^^.i^.^ l.-*1---!i qDTpn ^i^" l^1"'*^- '! ri-pCn-y'6.ffipaian Kciiir.lcirr \jt- r i\ir ciLciij h\ii\uiiiuir iarr I

yang dipersamakan dari wajib retribusi, maka PD

(1)

iol
\L)

(3)

(1)

/.r \
\zl
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Pemungut yang melakukan pemungutan retribusi
menerbir-kan SKRD dengan ketetapan sesuai
'lzafanf t ton !14r^t! f ! nn !1e!-l tndt-r- "-A'rt.rya! !'!
l.lULfilLl-iL:-ii t--=i -iLi-ii liil yL I qliuGiib qi'uuirliqii'

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan

data baru dan f atau data yang semula belum

terungkap yangmenirebabkan penarnbahan jumlah

-atrihr r qi r--e1. ct tart t1'ona fl1ekai ULi i Uij iri i arr6 L=e ' q LuriD,

SKRDKBT.

Bentuk dokumen lain yang dipersamakan

sebagairnana cimaksuc pada a3'at (1) dite+,ap1.^an lebi.h

lanirrr n1al" Ken1la PD Damrtnf'ttf.
:i:i lj i-l L u'iai i j1L i-ni*

SKRD dan f atau SKRDKBT ditandatangani oleh

petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala PD

Domrrnorrti uriiurr6qL.

Bentuk rormuiir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 9

Kepala PD Pemungut dan/atau UPTD pemungut dapat

menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan

apabiia:
a. retribusi yang teiah ciitetapkan ciaiam SKRD, dan

sKRDKtsT setelah jatuh iempo pembayaran tidak
dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTRD atau dokumen lain yang

dipersamaLan terCapat l"ekurangan peml"ai'aran
.:ohe-ni r1<ibat salah *"u1is dan/atau saLah hitung; dan
ruuaSqr B^uL

c. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa

bunga.
Pasal 1O

Penetapan Retribusi Daerah dengan menggunakan

dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9, antara lain:
^ l.^*nic'ct, Aal urJ,

b. kupcn;dan
c. kartu langganan.
Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan

sebagairnana Cirnaksud pada ayat (1-) harus rnendapat
naroaf rrit ton fl , rha-!11t- opl.nq-1i aora1.al ,'\cffir rnar r*an
i-:Cl:jU:.UjLii::i'-;i.iL'=ii;;^ -LUul>ui Jq;;ti' fvr"*rib!iu*"

Retribusi Daerah.

dikeluarkan

{4)

(s)

(6)

(1)

(21
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(3) Sarana pemungut Retribusi Daerah sebagaimana

CirnaksuC pe,Ca ai'at {2i sekurang-kurangnS'a rnemuat:

^ lnaa 5ar14ri11f -1r ti ooral.'i-:.. IUEU iruiirL. ritL*ri uqLiaiit

b. nama badan/dinas/unit/satuan kerja pemungut

retribusi daerah;
c. nomor rian seri;

d. nilai nominai; dan
e. nomor cian tahun peraturan daerah.

sarana Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana

ciimaksuci pacia ayat (i) riinyatakan sah penggunaannya

seteiah ciibubuhi cap oieh Badan Pengeioiaan Keuangan

Daerah Provinsi Bengkuiu.

Setiap Badan/Dinas/unit/Perangkat Daerah pemungut

retribusi daerah harus mengajukan permintaan sarana

pemungut retribusi daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah dan permintaan tersebut harus

rnemuat sekurang- ku ran gnYa :

a. 3enis dan jumian sarana pemungutan yang

ciiperiuxan;
b. nilai nominal;
c. nomor dan seri;dan
d keterangan lain bila dianggap perlu:

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mencatat,

membukukan sarana pemungutan sebagaimana

dimaksud pada ayat t4J sebelum diserahkan kepada

baCan/dinas/unit/ satuan keqja pemungut retrit-usi'

Pasal 1 1

(1) pengeluaran Surat Peringatan atau surat lain yang

se;'enis cikeluarkan segera setelah 7 (+.ujuh) hari sejak
i^f r rlr farmnn rrclnl'rnt-"1 121'tj;L'Jii LCiiiPU ii!iijuGi ara\r'

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggai

Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib

re+"ribusi harus rnelunasi retribusi yang terutang'

Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ay-at (i)
dikeluarkan oleh Kepala PD Pemungut dan/atau uFrlD

Pemungut.

Bentuk surat peringatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIi
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

(6)

(4)

(s)

t2)

la\(.),

(41
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$ngian Keempat

Pembayaran Retribusi

Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi
+"unai/1unas.

harus dilakukan secara

t2)

(3)

(4)

(s)

(6)

pembayaran retribusi dilakukan ditempat pelayanan

retribusi diberikan.

Jatuh tempo pembayaran retribusi paling lambat 2

(dua) hari keija setelah tenggal SKRDr/SKRDKRT a+"au

Ccl',umen lain 3'ang dipersamal<an diterbitkan'

Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen iain yang

dipersam akan, wajib retribusi membayar retribusi
kepaCa Bendahara Pene::imaan atau Bendahara

Penerimaan Penban*-u pada PD dan UPTD Pem'ungut'

Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara

Penerimaan Pembantu PD Pemungut membuat Tanda

Bukti Pemba3-aranr/Bukti lain yang sah untuk diberikan
lzon-.i ^ .r'^ii1- .otfibUSi.i-iL iiaua

Bendahara Penerimaan danl atau bendahara

penerimaan pembantu paling lama 1 (satu) hari kerja

se.jak uang l'.as diterima, '.va.jib menl'etorkan hasil
nonc-i-n^^n Qpfrih,r.r'i 1ro Re1<ening KaS UfnUm Dae:-ah
ij=i;=i 

j;ii*;ir i\!i^ tuuri rr!

pada PT. Bank Bengkulu.

Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah

sebagairnana dimaksud pada a3'at (5) dilakukan dengan
16anGdlnn]z-r't L-n-r'r..t llif 

-Qt:f::f 
'T^nria Qai-nran r'^hn

!1^Lrlbbq vuirL i!ii;-Jq vvlvi-ii

dibuat rangkap 6 (enam) masing-masing untuk:
a. Lembar 1

b. l,ernbar 2
c. Lembar 3

KASDA;
Fungsi Pembukuan / Akuntan ;

Bendahara Penerimaan danl
atau Bendahara Fenerimaan
Pembantu;
PT. Bank Bengkulu Cabang
Utarnar/ Cabang Pembantu :

DT\ Damrrnarrt /llD'I-n Der-'rtr!1 {,!!t'
i ; i u.iiuribuL I !L LjJ a vrrlqarD\^,

Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Bengkulu.

d. Lembar 4

o T prrrl-tnr^ 5

f. Lembar 6

17t

(3) Dalam ha'l pcn:bai"aian diial<ukan di tempat 'lain iang
l;+,,'^.i.1. ,-^1.,o x"-ri'! p-3-^-inrrn .rnt: ih"^: l^^.^' '^
c;tunjijii, ma;{ii ;iiisii pLiiLr irrLaqii i LLr riji-tuf ir<aj Li5

disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1

(satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan retribusi
dengan mengisi fomulir Surat Setoran Retribusi Daerah

(SSRD) atau dokumen iain yang dipersamakan.
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(g) Apabiia pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
.waktu liang ditentukan sebagairnana dirnaksud pada
n.nt /2) ,''ral<a Cil<enakan bunga sebesar 29/o (due
aJ aL \-,1 t

persen) dengan menerbitkan STRD'

{10) Setiap PD Pemungut wajib menatausahakan
penerimaan dan Peni,retcran serta

mernp e rtan gg'* n gj a,.,,'abkan p e mbayaran re tri'bu si se su ai

ketentua-n peraturan perundang-ttndangan'

(11) Bentuk formulir Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda

setoran, ssRD can STRD sebagaimana tercanturn

caiarn I-ampiran ]\,/ i'3ng merupakan bagian ticall
terpisahka-n dari Peratnra-n Gubernur ini'

Pasal 13

(i) I(epaia PD Pemungut, atas nama Gubernur riapat

memberikan izin pembayaran secara angsuran maupun

penundaan pembayaran kepada wajib Retribusi dengan

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan'

(2i Tata cara pengajuan permohonan pembayaran secara

angsuran maupun penundaan pembayaran ditetapkan

oleh KePaia PD Pemungut.

Pasal 14

Pemberian izin pembayaran secara angsuran

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1)

diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua)

kali pembayaran dalam jangka waktu paling iama 30

(tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.

Pemberian rzin pembayaran secara angsuran

sekragaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas

ketetapan retribusi senilai di atas Rp. 500.000,- (lima

ratus ribu rupiah).

Pemberian izir,. penundaan pembayaran retribusi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) hanya

diberikan selama 14 (empat belas) hari sejak

diterbitkan SKRD.

pemberian izin penundaan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan atas

ketetapan retribusi senilai di atas Rp. 250.000,- (dua

ratus lima puluh ribu ruPiah).

Pengajuan permohonan ain pembayaran secara

angsuran cian penundaan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud dalam pasal i3 ayat (1)

dilakukan paling lambat 2 (dua) krari setelah

Citerbitl<ann','e S I^iR D.

11,

'\21

/o\
t.r,

(4)

(s)
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(1)

/rl\\zl

Bagian Kelima

Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Retribusi

Pasal 15

PD Pemungut melakukan pembukuan atas SKRD,

SKP.DKBT dan STRD l'ang diterbitkan'

Arsip Dokumen yang telah dicatat tersendiri untuk
setiap jenis dan disusun secara berurutan sesuai

tanggal penerbitan dan nomornya'

Pembukuan sebagaimana dimaksud pad'a ayat (1i

meliputi penetapan, penerimaan, pen5"etoran,

tunggakan per jenis retribusi dan secara berkala

dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan,

pen5.etcran dan tunggakan per.ienis retribusi'

Pasal 16

Laporan penetapan, laporan penerimaan dan penyetoran,

serta lapcran tunggakan per jenis retribusi sebagaimana
l i-ol,crr.{ .lnlorl Dn'':ol 'l 5 .e'. :--t {31 rliatr rr S-ehf f'.f ; }-arilzr rf '
u^iii{jivsg -*.*..i 

i lii'ii iv uJ ut \tjit 
'Li;J';;i ;Lrubci

a. Bendahara penerimaan pembantu pada UmD

Pemungut yang melakukan pemungutan retribusi

setiap bulan paling larni:at tanggal 2 (duai b:+lan

berikutnS,a .,.,,ajib nseni'3lxpa'ikan Lapcran buLanan dari

hasil penetapan, realisasi penerimaan dan penyetoran

serta tunggakan per jenis retribusi yang dikeloia kepada

Bendahara Penerimaan PD Pemungut dan tembusan

laporan kePada KePaia PD Pemungut;

b. Bendahara penerimaan pada PD Pemungut setiap bulan
paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib

menvampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan.

reaiisasi oenerimaan dan penvetoran serta tunggakan

per jenis retribusi yang dikelola kepada Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu;

c. Kepala_ Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pro.-rinsi

Rengkr,tlu setiap htrla.n paline la-mhat ta=ngga=1 1o

(sepuluh) bulan berikutnya wajib melaporkan

penerimaan retribusi dan tergabung dalam laporan

pendapatan daerah lainnya kepada Gubernur;

ei. bentuk iormuiir iaporan penetapan, iaporan

penerimaan dan penyetoran serta laporan tunggakan

sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

/D\(.),
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BAB V

N{ASA RETRIBUSI DAi'J SAAT RETRIBUSi TERUTAI\G

Pasal 17

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang
*o-.rno!,^n h-trt rr'1'! -1r, h^Gi ,t'^iih -a+-il-r'qi tt.':tl:l:i:iui i.i'ij;.'i;l ,i v-uiL;J iiq"!s utatr ii-Jru r!Lr ruuvi

ffiah^ftr rnr.l:nr': A^t t ^+or t rne'-'!^1'^; ;^^^ ^Lio1' *^+-fibiiSi.
IiiC::38U.1iiiii.;jl: Ui-i:i/ i;:'ai'Ll iiic"iLL;a+i icJG uL,.,1!i': '.

Pasal 18

saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannva
e17pT) 1+nr' {nl.rMapF .1Iii: ". -::f= .linerc.11f:l.:.1::

kLes svrLq,r.Ui- i;aj ' i Gl rD uiiiLi

BAB VI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN

I{FTPTAPAIq, PP }J GHAPU S AIq ATAI_T PE NGU RAIUGAN S A}J KS I

ADI.II }IISTP.ATIF DAI\ PE \{BATAI-Ai!

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
namlret:r1+* e 11 pn rlr- Q'Fpl-) '-^4s tl':ltr*
ij!-iliJ=L:;ia,i viiii; uai' J i'j'*L -1 41^b ua'*r"

^o-o-L.i+o4617^ 
+q-rrlnnr-r'!-'!za^a1^1^o- ttr'!is 1'o'41^ho-

ij=iiJiU;L;j'i;:j,i:L=iLii:ij.alii.Jalkrlal.LL{iiJiIlLJr^.urluii

hitung dan/atau kekeiiruan dalam pemungutan

retribusi.
(C\ \[/ai'ih Patrihrtei .lenot rrpnoairILAT narmnhrrrratr
i-:i :i --ij:L' :1-'-Ll:-:li- r-P*- r:-!-::5al i-*'---

^on-1re'!.rrrsar,r oforr n4rlgtl!qnctqn s.enl'o.i orJminiqfr.ofif
i-:=l:u:l;ijL:;:rl 'j'L5''-: i-;:-::5Li:J:i5ra!! r=ii-'ri !'*f :iiriiJLiul'-

berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang
dalam hai sanksi tersebut dikenakan karena kelaiaian
.vV aj ib Re ti-ibu si a-Lau bukair kar'ena ke saiai ra1ii1ya.

{3} \Ilajih Retribusi dap++ mengajr-lk2l perllohonan
pengurangan atau pemkatalan ketetapan retribusi yang

tidak benar.

(4| Per-mohonan pemhetulan= p€ngr=1r2-pg"t ketetapan

penghapll_san 4t_au pengllrangan sa-nksi aelministratif
dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis
i;leh \\ ajib : el;^ibusi kepaciai liepeila iDD dan UFTD

Pernungut pal'ing lama 30 (tiga puluh) hari se.jal<

tanggal ditenma SKRD dan STRD dengan memberikan
alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung
permohonannya.

(5) F..eputusan atas pern-lohcnan sebagalmana drmaksud

pada ayat 12) cfukeiuarkan oleh Kepala PD Pemungut
paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
diterima.
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(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana

di-raksuc paca ai,at (5), Kepala PD Pernungut tical''

mernberikran lzonrrftrq.)!1rlLP*Luuurl ^a1tn 11p-r141.^-^nii.iiLi('ai iiai i riu. iu ' rui r

pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan

atau pengurangan sanksi administratif dan pembatalan

clianggaP dikabulkan.

17) Perrnchonan pembet-,-rlan, peng'-Irang?,n ketetapa-n,

penghapusan atau pengurangan sanksi adminstratif

dan pembatalan retribusi tidak menunda pembayaran

r.etribusi.

BAB VII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

keberatan atas penerbitan SKRD atau dokumen lain
yang dipesamakan, dan SKRDKBT kepada Kepala PD

dan UPTD Pemungut.

permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diqjukan secara tertulis dengan Bahasa

Indonesia disertai dengan alasan yang jelas paling lama

2 (dua) bulan sejak tanggat SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan, SKRD secara jabatan dan

SKRDKBT diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi

dapat menunjukkan bahu'a jangka waktu tersebut

tid'ak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya'

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban

membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan

retribusi.

t4) Kepala PD cian uFrl=D Pemungut harus mem-bertkan

keputusan atas keberatan datam Sangka rvaktu pahng

lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan

diterima dengan menerbitkan Surat Keputusan
I'1p1::.cref art

Keputusan Kepaia PD d'an UPl'l-l Pemur-ngut atas

keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi

)/axg tert:tang=

Apabiia teiah iewat wa_ktu 6 (ena-mi buian seiraga-imana-

dimaksud pada ayat (4), Kepala PD dan UPID

Pemungut tidak memberikan keputusan, maka

pe-rmohona n keherata n terse-but- d ia n gga p d ikaLru I ka n -

(3)

(1)

{21

I.\l

(6i
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BAB VIII

TATA CARA PERHITUNGAN PEi'iGEMBALiAi\i KELEBIHAN

PEIVIBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 2i

(1)WajibReribusirnempunyaihakatasperhitungan
pengernbalian pernbayaran retribusi dan dapat

mengajukan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran retribusi kepada Gubernur'

lZ) Surat permohonan pengembaiian kelebihan

pem-bayaran retribust paitng sedrkit memuat:

a. nama dan alamat wajib retribusi;
b. masa retribusi;
c. jumlah Pengembalian;
d.'!:entuk Pengeml:alia.n;d-an
e. bukti PembaYaran retribusi'

(3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)

1:ulan se.jak diterim*nr--a pe;:rnchonan pengernbaiian

Lelebihan pemba5'nran retribusi sebagaimana d'irnal<sud

pada ayat (1), harus memberikan keputusan'

(4) ApaLrila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pac.aa3,,at(3}telahdilampauidanGubernurtidak
memberil<an l"eputusan, maka permchcnan

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap

dikabulkan dan dan dalam jangka waktu paling iama 1

(satu) bulan harus ciiterbitkan SKRDLB'

/E\ A .^^1-i1^ .r-^i;1- -++-jh: : ci 1-^1ah! te'-^l : :1::-^ - -^*..':1-" ^:
r.J,l_rljqrJrla'"ajiDi^Cii-iijijsililCijlpijiiiiiiuLctiiSrLLijtlu'5r

lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman

d.imaksud.padaayat(1),langsungdiperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi

tersebut.

(6)Dalamwaktupalinglama2(dua)Lrulansejak
diterbitkannya SKRDLB maka pengembalian kelebihan

pembavaran retribusi harus diberikan denqan

menerbitkan Surat Perintah Membavar'

t7l Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak

d-iterkritkan. SKRDLB Kepala PD dan UPTD Pemungut

memberikan imLralan bunga sebesar 2oh (dua oersen)

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

pembayaran retribusi.

(8) PenrLrerian imbalan 'bunga 2oA (d'-ra persen)

se1--',agaimana dimaksr:td pa-c1a a-vat (7), dibel-"''ankan pada

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
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BAB VIII

IAIA UAKI\ rtlKI_ll I Ul\LrAl\ rtll\Lrt lvluALlAi\ l1.I1LlrlJiilAl\
PEIVIBAYARAI.I RETRIBUSI

Pasal 21

(1) \Vajib Reribusi mempunyai hak atas perhitungan
pengembalian pernba)'aran retribusi dan dapat
mengajukan permohonan pengembalian keiebihan
pembayaran retribusi kepada Gubernur.

(2) Surat, permohonan pengembalian keiebihan
pem-bra3'aran retrrbusi pairng sed: krt rnemuat:
a. nama dan alamat wajib retribusi;
b. masa retribusi;
n irrrnloh rrcncrcrnhelian'

d-. bentrrk pengeneba-lia-n ;da:r
e. bukti pembayaran retribusi.

(3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
1-rrrlon cor'aL rlifarima-r'a narmnlrnnan nanaamh^1i^-uururr rL.jara urLLrrrrrqrrja HLirirvirvrr{!r P.Lii6uiiivqiiaii

l<el eb i h an pern ba;"aran retrib u si seb:lgaifl:.s.na d in'r al,.s u d
pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
norlo arrof /?\ faloh rlilamnorri rlon llrrharnrr r liAal,
Hquc qJ qL lv, LL rqr r u r icr ral/qqr uqr r u u uLi ii ui LluGil

-o-l-toril-- - lranr r f r r oa nitturaiuLr raLijuLu-Gii, ,t- o1t rt ^o-rn nh Irrt n t1rti-ira PUr r.lJrrvrrwr

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap
dikabulkan dan dan dalam jangka waktu paling iama 1

(satu) buian harus diterbitkan SKRDLB.

/tr\ A*^^L:l^ ...^.:.:1- .^^+-.:L,,^l '-,.^i r rrn.^a .^^+*:L,,^.:
ivi r-rpcriJrid. \\cl.jiU igLi.iii(ai)i iiiUiiiPLiir'!cli LiLdr16 rULiaLiLloi

lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman
dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan
untuk meiunasi teriebih dahulu utang retribusi
tersebut.

(6) Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB maka pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi harus diberikan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar.

(7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkan, SKRDLB Kepala PD dan UPTD Pemungut
memberikan imbalan bunga sebesar 2o/" (dua persen)
sebuian atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran retribusi.

(Bl Pemberia.n imbalan Ltlrnsa 2o/n (dr-ra nersen)\--i 'o*

seba=gaimana Elimaksud pa:da= z;rat {7), dihehankan pada.
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
Bengkulu.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id


(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal22

Apabila kelebihan pembayaran Retribi-isi diperhitungkan

dengan utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2l ayat (5) maka pembayarannya dilakukan dengan cara

pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku

sebagai tanda bukti PembaS'aran.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasai 23

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika
r,l'ajit-.l retrjt-rust meiakukan trndak pldana dr 'bidang

retrtbusr.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana

dimaksud pada aSzat {1) tertanggung apabila:

a. diterbitkan surat +'eguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari rva.jib retribusi

baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hai diterbitkan surat teguran sebagaimana

dimal<sud paCa a5'at (2) huruf a, maka keCalu',';arsa
nano-il.rl-- r{ihi+' r-c' ecillz ton^.rol rlifcrirnnnr'? SUI Gt
i-;ciiJi6;iiu.. u.r-rLijli!, }CJ;I! L;-r65Gi urLuiriiiGirJ!

teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara

langsung se.bagaimana dimaksud pada a3'at {2) huruf b,

',,^iil-r ratrihr roi r{o1.rcr-n lret:ntl 6rahh,a mar1 r.-.'1f3!131
',iiijiU lULl iUi-ii;i L:=iiE;:; iLLruuniqiil'Ju :riuari

masih mempunyai utang retribusi dan belum
melunasinya.
Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara

tiriak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dapat diketahui ciari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oieh wajib retribusi.

PasaL 24

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedalu."varsa dapat dihaPuskan.

Kepala PD Pemungut dan PD yang melakukan
pemungutan retribusi daerah mengajukan
penghapusan piutang retribusi yang sudah
kedalu','.'arsa sebagairnana dimal'.sud paCa a-','at (f )

lua^^.1 - (1 tthor^nttriieP-ua uuuL

(s)

(1)

\z)
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(1)

(3) Penghapusan piutang retribusi yang sudah
l<eCalul.,'a: sa sebagain':ana dimaksud peda c'i'at (2)

ditetapkan dengan |ieputusan Cubernur'

BAB X
iNSENTIF PEtuiUi'iGUT

Pasal 25

Pejabat dan Pegawai instansi Pelaksana Pemungut

Retribusi Daerah, Kepa1a Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, Sekretaris Daerah dan pihak lain yang

membantu instansi Pelaksana Pemungui Retribusi

Daerah diberikan Insentif sebesar 3% (tiga persen) dari

capaian target penerimaan retribusi'
Besaran insentif dianggarkan dalam Anggaran

PenCapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran

berkenaan Can Cijabarkan secara tril'"'ulanan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD Pemungut.

Besaran insentif yang dibal'arkan kepada Pejabat dan

Pegarnai instansi Peiaksana Pemungui Retri'nusi

Daerah, Kepala Daerah dan Wakii Kepaia Daerah,

Sekretaris Daerah, ciar:r pihak lain .vang membantu

instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur"

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

peraturan Gubernur ini inulai berlaku pa-da tanggal
rlirinrlqn ol,r-ani! 6^^+-r^D4-6^^.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
per.*pu.tannya dalam Beri'ua Daerah Provinsi Bengkulu'

Ditetapkan di l3engkulu
pada tanggal 25 l\{ei 2A21
GUBBRNUR BENGKULU,

ttd.
H, ROHIDIN N{trRSYA,A{

Diundangkan di Bcngkulu
pada tanggal 25 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BBNGKULU,

ttd.
HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BB}.IGKUI,U TAHUI{ 2A2I NOIVIOR i 5

Salinan sesuai dengan aslinYa

DAN MANUSIA

tama Muda

(2t

(3)

ASISTEN E

1 19q303 1 002

I]AN KESRA,
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LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NUMOR 14 lAHLN 2U2,I

TE}'ITANG

PER{TURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATUR{N DAERAH

PROVINSI BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 201I

TEiiTAi.IG RETRIBUSI PERiZi i.iAN TERTENTU

n^--^- 
-^-,,-.!.; 

t.r..^'rL.^' ^ ^!-^- *^-.^-^ -r:r- -r::l^ U-' ^ L;^'-^ ' '-- 
J:^l :L^'1'-* *^*^-;l'^^^- J^-

gr.rb*. . -' r-i'-iii"J '-"'*'d]Ung 
pC;]38;;i'et -1 6&li L:Iil JLdiJ ) d'b uirJ'isrrrai HLii:'

persa,ratan-persyaratan admilistrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undargzm yang berlaku

terhadap saya atau yang saya beri kuasa'

FeiiERI I'TAH FRO'!'i\ 3i tsEi';G iiULU

NAMA PD

1.

2.

3.

4_

Objek Retribusi diminta: (diisi oleh
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B. BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN RE"TRIBUSI DAERAH (SPTRD)

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRDI

Kepada

Yth. Kepala-

di

Yarg bertalda tarrgan dibawah irri ka:li :

Dr\lrDr\rT!u DDnr,l\rqt Pr\-^r-r il I

NAMA PD

l\u[tul

Masa Retribusi

Tatrun Retribusi

Narna

Ala:rrat

Memberitahukan bahwa kami mengajukan permohonan (pemakatan,lpenanfaatan izin).............'

... berupa:

I-.ua-s ,/.Iumlah :

Penggunaan untuk :

Jangka waktu :

-\pabila pcr:;c1:;:-,a,-^ dil;abulltr-r ka,-u sa::ggup acm'ba;'a; Ilri;bus: 3i:ua; : Slbagai;la:;a C;aiur dal::--n l-IllD-n'

Provinsi Bengkuiu No : ............ ..... Tahun Tentang

serta mena-nggqng penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persya-ratal1 - persyaratan

administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundaiig-undangan Jaiig berlaku terhadap sava

aiau yzirig say a t-reri kuasa,

Kemufian atas perkenaannya ka:rri ucapkal terima kasih'

Diterima tanggal

Dikembalika.r t a:rrggal :
:

Wajib Retribusi;

Keterangan

Lembar i

Lembar II

Untuk PD Pengelola / Pemungut

Untuk Waiib Retribusi

GI:]BERNLIR BENGKI.]LI ]

tt11.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinYa

SUPRAN. M.H
MutiaPembina

tii?: 19'93Or i AA2

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id


LAMPIRAN ]I
PERA'TURAN GUBERNUR tsENGKULU
NONIOR 14 TAHUN 202 1

Tf;}.IT 1\TA

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG
PETUNJUK PELAKSAN,{4.N PERATUR{N DAERAH
PROVINSI BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2011
TBNTANG RETRIBUSI PERIZINAN TtrRTtrNTU

nA trr n|.]JTnrrr rol n! Dn 4 I ! /cI:Dn,ijijii i L ir i' ui-ili v Li^ 5L iuii laL i L irL"/ir\ r\ L i @

da4!6KS

Ei 1H
U$Sr,.q"lijl:;.r'

PBMERINTAH PROVINSI BENGKULU NOMOT :

l\l.\lvtr.\ rl)

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH {SKRD}

Na::na

Ala:rrat
NP\,I/RD

Dengan huruf

T DDNTDA\/ADANTr. r LlvrDntnrwl\

1. Pembayaran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah lewat Bendahara Penerineaan dan/atau
Bendahara Penerimaan Pembarrtu pada PD yang melakuka-n pemungutan Retribusi Daerah.

2. Keterlambatan pembqvaran dapat dikenakan sanksi adrnirristrasi berupa bunga sebesar 27o perbulan.
.-_..^.'..-L.l-l-1.]/l..-l|-^.:....--^lol.n^/.j, JaiL;ii iefl'liio liilnDa-tai'ail dAjall : (Cuai ilau j Sc{ridi id j8;E;& ril^U / Jrri\urrDi uirr ultt\dI.

*) PD / Unit Kerja
Keterangan
Lembar I : Waiib Retribusi
Lembar I : Seksi / Petugas PD Pemungut yang rnenangani Retribusi

Lembar I : Arsip

Salinan Sesuai dengal asLinYa
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN

HAK ASASI MANUSIA
DAN KESRA,

IM.H
Muda

GUBERNUR BENGKULU

ttd.

H.RUHIDIN ]VIERSYAH

uumiah Sanksi: a.

ASiSTEN

An-n I t nnd,>JVO ! WWZ

trl i-T-n
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LAMPIRAN iII
PER{TIJRAii GUBERNU R BEI.{GKULU
i\ulvrOR lt{ TAHL r zu2i
TENTANG
PERATURA}.I GUBERNUR BENGKULU TEiiTAiiG
PETUNJUK PELAKSAN,&4,N PERATURA,N DAERAH
PROVINSI BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TtrRTENTU

BBNTUK FORfuiULiR SURAT PERINGATAN

PEiviERii\TAH PRotii\si EEirG(Ur,U
NAMA PD

N.TDIIIN 1\.ID\IIPq *\i\i viuf ii.ivi\J i .i I i

SURAT PERII{GATA:{
l.lomor:

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka
ciirninta kepada Saudara agar melunasr lumiah Tunggakan dalam v/aktu 8 (deiapan) han setelah Surat 'l'eguran ini.

Dalarn hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada ka:rri.

Bengkulu,

qolihah e-.',-i danaan aclinrra

P1t. KtrPALA BIRO HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

(Nama)
i\iP

GUBERNUR BtrNGKULU

M.H
Muda

199303 1 002

di

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Retribusi Tahun
Nomor dan Tanggai

CI/DN CTDN

Tanggal Jatuh
Tempo

Jumlah Tunggakan
Rupial

JumIah

Dengalhuruf:( . ..... ..)

SUPRAN,
Pembina
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LAMPIRAN iV
PERATURAN GUBtrRNUR BENGKIJLiJ
i\OtuiOR l( TAiir;:r zO2i
TENTANG
PER{TURA|{ GUBER|{UR BENGKULU TEi{TANG
PETU NJUK PELAKSANAAN PER{TUR{N DAER{H
PROVINSI BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TEKIENTU

A DD\TTI I11 EN D[trI TI ID TMINA E!I iL/TI DE'I\dE!AVAPATV
.-h DL.li Lr\ i L'iii*lL'rir\ r^!rtir uLrii, Liuurar^uvr,t

PEMERINTAH PROViNSI BENGKULU
NAMA PD ..............

Nomor :

TAI{DA BUKTI PEMBAYARAII

Retribusi

Telah terima dari Wajib Retribusi :

l. \ama I

o Al-mc+

3. Jumlah Uang

4. Untuk membayai

5. Obyek Retribusi

Bendahara Penerimaan /
Bendahara Penerimaan Pembaltu

NIP.............

Keteranqal
Lembarl : WajibRetribusi
I.emhar II : Beudaha-ra Penenmaan ,1 Rendahara Pener-imaarr Pem.bantr-:.

Lembar il i Seksi / Petugas PD Pemungut vang menangali retribusi

Model : RD O3

(dengan huru$

Retribusi
Dasar Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu lJo ....................... Tahun
I \ rllglb

Tanggal :

Bengkulu,

Wajib Retribusi
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B. BENTUK FORMULIR SURAT TANDA SETORAN

SURAT TANDA SETORAH

STS No. Bank """""'
\T^ D^1,^-:^^
,lU. 

'\( 
ALIrulB

Harap diterima Uang sebesar :

(ciengan huruf) :

PenerimaaR:

Kode Rekening Uraian Rincian Obyek Jumlah {Rp)

TOTAL

Pemegang Kas Penerima Pemegang Kas Daerah

MENGETAHUi
Kepala

riif . i'iiF.

NIP.

'Iemhusar :

I I/ A CN {
if,iiiud i tLrJU._i

Lernbar 2 : Fungsi Pembukuan/Akuntan
Lembar 3 : Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaarr Pembantu

Lembar 4 : PT Bank Bengkulu Cabang Utama / Cabang Pemtrantu

Lembar 5 : PD/UPID Pemungut

Lembar 6 : Badan Pengelolaan Keualgan Daerali Provinsi Bengir-Lri-.i

Catatan:

Formulir ini digunakan oleh setiap Unit organisasi untuk menyetor pungutan daerah (Pajak Daeral , Retribusi
Daerah, cla-r:r Penerimaan Daerah Lairrnya) kepacia Femegang Kas setiap Unit Organisasi.
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C. BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN REIRIBUSI DAERAH (SSRD)

rn
Menyetor berdasarkan *) : SKRD STRD RUTIN

: Bulan ...... Tahun... No. Urut
: Kegiaian

*) bei-i tan+1a v pada kotak [_l sesuai delgan keteltr.rani yar-rg dirrriliki

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
SSRD

(SURAT SETORAN
RtrTRIBUSI DAERAH)

TAHUN

Nc Avat Jenis Retribusi Daerah Jumlah Rupiatr

Dengan hr-rruf

l.lumfan s;

Ruang untrrk teraart
Kas Register / Tanda tangan

Petugas Penerima

Diterima oleh
Petugas tempat pembayaran

Tareggal

.i anda f angan

Nama Jelas

Bengkulu

Petvetor.

Nama :

I.T I)II / I) I-\
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D. BENTUK FORMULIR SURATTAGIHAN RE"T@

Salinan Sesuai dengan aslinya
PIt. KEPALA BIRO HUKUM DAN

MANUSIA
DAN KESRA..

SUPRAN,, M.H
MudaPembina

t\lT- lY()6r

GUBtrRNUR BENGKULU

ttd.

H. -t(UHIlJI 1\ lVIt'l(sIAH

PEMERI NTAH PROVI NSI BE)'IGKIJLLI

NAMA PT)

STRD

{ suR*:F ?AGrrra$
RETRIBUSI DAERAH I

Masa Retribusi :

Tahun :

Nomor Urut

Nama
-{.1=nat
NPWRD rrr]
Tanggal Jatuh Tempo

I. Berdasa::kan Undang-Unda-ng l\cmcr 28 Tahun 2O09 telah dilakukal penelitia:l dan/atau pemerlksaan atau
1--+^-^.---.- 1^i-^ ^+--ACLC1aiBdi idi dLdS

Altat Retribusi
Nama Retribusi

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar
adalah seba,eai berikut :

1. Retribusi yang kurang dibayar
2. Sanksi Administrasi

a Bunga Pasal 160 (3)

s . Jumlah yang masrh harus ciibqvar t I +2a.1

Dengan Huruf
PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank Bengkulu) dengan menggunakan Surat Setoran

Retribusi Daerah (SSRD)
2. Apabila STRD ini tidak ate.u kurang ba.lar setelah ler,;at -,r-aktu paling lanna 3O hari sekali STRD ini diterimaj;kcri;i-;ri sar}'si aduri;;istiasi Le, up; 'ruiigo ssLi.s"i,i -l ^- p., Lul;ir.

Bengkuiu. ......
o':o:1'D

- Gunling disini -------------

TANDATERIMA
NPWRD :....................
N.{M.A_ :. ..........
4r 4\.4 jqr :

No. SKRI)
Bengkulu

Yans Menerima

r$s;3rr$a"s
l*i - ei$
::r E?..P.,J
al-':L+:.sr
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